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Unsur Pasal 80 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014  tidak
mencerminkan keadilan bagi daerah yang diluar pulau Jawa, yang secara tegas
menyatakan memperjuangkan pembangunan daerah pemilihan. Sehingga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia yang berbunyi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan
Undang-Undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengujian Undang-Undang 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal
80 huruf (j) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk memperoleh data dalam skripsi ini, digunakan metode penelitian
kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk
memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa
peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau dari media yang terkait
menurut materi pembahasan dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisis mengenaipengujian Undang-Undang Nomor 17
tahun 2014 terdapat pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang
sangat kokoh pondasinya, karena merupakan prinsip yang dapat mensejahterakan
rakyat dalam perihal pembangunan yang merata di seluruh daerah. Oleh karena
itu, perlu ditegaskan pula bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
merupakan hal yang dicita-citakan menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutional democracy) yang diimbangi
dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang
berkedaulatan rakyat atau demokratis (democrati scherechtstaat) serta memegang
teguh prinsip keadilan.
Disarankan masalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan legalitas
seharusnya bersifat transparan secara publik, agar rakyat tidak berdiri diatas
legalitas yang hanya mementingkan golongan tertentu.
